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ABSTRAK

Di Indonesia tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Gratifikasi merupakan bentuk korupsi yang
kerap kali terjadi lingkungan pejabat publik dan juga pegawai negeri. Dalam
perkembangannya gratifikasi ini tidak hanya berupa uang dan barang namun juga
berupa seks, hal ini juga tergambar dalam penjelasan pasal 12B yang menyebutkan
frasa “fasilitas lainnya”. Tanpa: adanya, penjelasan, lebih lanjut, frasa tersebut
membuat celah dari Undang-Undang Pemberantasan Titidak Pidana Korupsi tersebut.
Sehingga pada putusan Nomor 87/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg tidak terpenuhinya
delik korupsi yaitu gratifikasi melalui pelayanan seksual. Rumusan masalah dalam
penelitian ini yaitu, 1. Bagaimana pembuktian dalam gratifikasi melalui pelayanan
seksual Dberkaitan dengan tindak pidana Kkorupsi pada perkara Nomor
87/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg dan 2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim
memutus tindak pidana korupsi secara bersama-Sama dan berlanjut perkara Nomor
87/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg. Jenis penelitian yang digunakan menggunakan
metode penelitian yuridis normatif;dengan pendekatan perundang-undangan (statue
approach) dan pendekatan kasus (¢ase approach) dengan didukung data wawancara
hakim. Hasil penelitian menunjukkan 1. Pembuktian dalam tindak pidana korupsi
gratifikasi melalui pelayanan seksual ini menggunakan alat bukti yaitu keterangan
saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. walaupun terdapat kesaksian dari
para saksi namun, masih menghadapi berbagai kendala, terutama karena belum
adanya regulasi yang secara eksplisit mengatur hal tersebut dalam hukum positif
Indonesia. Kesulitan utama dalam pembuktian ini terletak pada tidak adanya
ketentuan yang jelas mengenai frasa "fasilitas lainnya", lalu Pengaturan mengenai
pembuktian melalui nominal yaitu Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah). 2. Dasar
pertimbangan hakim menjatuhkan putusan tindak pidana korupsi bersama-sama dan
berlanjut dikarenakan terbuktinya suap yang diterima terdakwa yang dilakukan
secara oleh beberapa orang dan tidak dilakukan hanya sekali. Alat bukti yang
menjadi dasar bagi hakim yaitu keterangan saksi, surat berupa kwitansi. Adapun
rekomendasi dari penelitian ini yaitu kepada hakim yang mengadili gratifikasi
melalui pelayanan seksual hakim diharapkan berani memanfaatkan metode
penemuan hukum yang sesuai dengan koridor asas legalitas. Serta pemerintah dan
pembuat undang-undang perlu melakukan pengkajian lebih lanjut guna menyusun
regulasi yang dapat mengakomodasi aspek gratifikasi non-materiil, dan kepada
Mahkamah Agung untuk membuat PERMA yang mengatur secara spesifik frasa
“fasilitas lainnya” serta tata cara proses pembuktian tindak pidana korupsi non-
materiil.
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